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ABSTRAK

Upaya penanganan korupsi yang sistematis dan berkelanjutan di beberapa
negara tampak begitu kontras dengan realitas yang terjadi di Indonesia. Hal ini
menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi di Indonesia masih sangat lambat dan
belum mampu membuat jera para koruptor. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang memiliki tugas memberantas korupsi di
Indonesia. KPK memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Kepolisian dan
Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk
mendiskripsikan kedudukan KPK dalam sistem hukum di Indonesia dan kewenangan
KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi ditinjau dari hukum positif di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk
berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan salah satu struktur
hukum yang luar biasa di era transisi yang sampai saat ini masih eksis. Lembaga ini
penting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. KPK merupakan lembaga
yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang di era transisi akibat ketidak
percayaan masyarakat terhadap lembaga konvensional seperti kepolisian, kejaksaan dan
pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. salah satu konsideran Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani
perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam
memberantas tindak pidana korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan
amanat dari Pasal 43 UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 dengan UU No
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun
kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bidang penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan tindak pidana korupsi dalam UU No 30 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:
1). Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
(Pasal 6 huruf ¢ UU KPK); 2). Berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan tindak pidana korupsi yang: a). Melibatkan aparat penegak hukum,
penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b). Mendapat
perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau; ¢). Menyangkut kerugian negara paling
sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); d). Ketiga syarat tersebut merupakan
syarat yang bersifat alternatif, bukan limitatif ataupun kumulatif.
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Pidana Korupsi



PENDAHULUAN

Secara historis KPK lahir dari sebuah asumsi bahwa penegakan hukum yang
dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan tidak berjalan secara efektif. Komisi yang
dibentuk khusus untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi ini didirikan
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tertanggal 27
Desember 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan
komisi ini merupakan implementasi dari pasal 43 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembatasan seperti ini secara langsung mempersempit dan mengurangi porsi
kewenangan KPK sebagai komisi yang dibentuk khusus memberantas korupsi, meskipun
dalam hal tertentu KPK bisa saja mengesampingkan beberapa ketentuan tersebut. Namun
hal ini tetap saja menjadi kendala tersendiri bagi KPK dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya. Lahirnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersifat
independen di Indonesia telah membawa angin segar bagi masyarakat dalam
menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia baik secara preventif dan represif.
Pembentukan komisi khusus dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi ini dibentuk
dengan pertimbangan yaitu Pertama melalui media massa ada beberapa kasus besar yang
tidak pernah jelas ujung akhir penanganannya. Kedua, pada kasus tertentu seringkali
terjadi adanya kebijakan Pengeluaran SP3 ( Surat Perintah Penghentian Penyidikan ) oleh
aparat terkait sekalipun secara yuridis Bukti permulaan sudah cukup kuat. Ketiga,
kaluapun suatu kasus korupsi penanganannya sudah sampai pada tahap persidangan di
Pengadilan, seringkali publik dikecewakan dengan vonis vonis yang melawan arus dan
rasa keadilan masyarakat. Dan selain itu penanganan tindak pidana korupsi secara
Konvensional selama ini terbukti seringkali mengalami hambatan." Oleh karena itu
pemberantasan Tindak pidana Korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan
berkesinambungan selain itu lembaga pemerintahan yang menangani perkara Tindak
Pidana Korupsi.

PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak
pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk
melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana telah di
sebutkan dalam alenia pertama. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari
predikat yang di letakkan pada tindak pidana tersebut sebagai extra ordinary crime
(kejahatan luar biasa). Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai extra ordinary
crime tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak
terhadap sendi-sendi kehidupan suatu Negara dan bangsa.

Dampak dari tindak pidana korupsi dapat dilihat dari terjadinya berbagai bencana
alam dan kerusakan lingkungan seperti banjir, bahkan Nyoman Serikat Putra Jaya
mengatakan bahwa akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak
tatanan kehidupan bangsa, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak
sosial masyarakat Indonesia.?

Aktivitas para penegak hukum khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana
korupsi tidak selalu sesuai dengan harapan. Konfigurasi politik suatu Negara akan
mempengaruhi aktifitas penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Hal ini ini

! Mahrus Ali, “ Asas Asas dan Praktek Hukum Pidana Korupsi “ (Yogyakart: UII Press), hal 224
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(Citra Aditya Bakti), hal. 69



disebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi selalu melibatkan
penyelenggara negara atau pejabat Negara.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi dibentuklah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berada
dilingkungan Peradilan Umum dan untuk sementara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi wilayah
Negara Republik Indonesia. KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah membuat
suatu gebrakan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan berhasil
membuat para pelaku tindak pidana korupsi jera karena tidak ada kasus Korupsi yang di
adili oleh pengadilan tindak pidana korupsi lepas dari jerat hukum. Keberadaan dua
lembaga tersebut pun sempat membuat para pejabat Negara merasa takut apabila
berhadapan dengan KPK.

KESIMPULAN

Upaya memerangi tindak pidana korupsi tidak pernah mengenal surut berbagai
upaya untuk menghambat di hadapi pula dengan upaya yang lebih tegas dalam
membentuk instrumen hukum yang luar biasa. Di hapuskannya TGTPK melalui
keputusan Mahkamah Agung segera disambut dengan pembentukan Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan amanat dari Pasal 43 UU No. 20
Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai suatu lembaga Negara
yang bersifat independen, selain keberadaannya diatur dalam undang-undang tersendiri,
KPK dalam menjalankan kewajiban, kewenangan terikat pada: 1). UU No 8 tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, 2). UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka
KPK terikat pada yaitu KUHAP (UU No 8 Tahun 1981) ketentuan KUHP, UU No 31
Tahun 1999 dan UU No 28 Tahun 1999 serta ketentuan hukum pidana lainnya. Adapun
kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bidang penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan tindak pidana korupsi dalam Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah
sebagai berikut: 1). Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak
pidana korupsi (Pasal 6 huruf ¢ UU KPK); 2). Berwenang melakukan penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a). Melibatkan aparat penegak
hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b).
Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau; c). Menyangkut kerugian
negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); d). Ketiga syarat tersebut
merupakan syarat yang bersifat alternatif, bukan limitatif ataupun kumulatif.
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